Harapan bagi "Kapolri untuk Semua”

ada 27 Januari lalu, Jen-

deral (Pol) Listyo Sigit

Prabowo dilantik Presi-
den Joko Widodo sebagai Kepa-
la Kepolisian Negara Republik
Indonesia menggantikan Jen-
deral (Pol) Idham Aziz yang
akan segera purnatugas,

Pergantian Kepala Kepolisi-
an Negara Republik Indonesia
(Kapolri) memang selalu men-
jadi sorotan karena dalam ja-
hatan Kapolri terkandung tugas
penting dan strategis yang tidak
hanya menentukan masa depan
keamanan nasional, tetapi juga
mewarnai arah penegakan hu-
kum dan penguatan kualitas de-
mokrasi di Tanah Air.
Sebelumnya, saya berkesem-

patan silaturahmi langsung de-
ngan Komjen Listyo Sigit yang
saat itu masih menjabat Ka-
bareskrim Polri pada Senin
(18/1/2021) di DPP Partai De-
mokrat, sebelum proses uji ke-
layakan dan kepatutan (fit and
proper test) oleh DPR sebagai
calon tunggal Kapolri. Dalam
diskusi yang hangat dan terbu-
ka, ada sejumlah hal yang kami
bicarakan terkait langkah stra-
tegis ke depan.

Tantangan ke depan

Kita paham, saat ini dan ke
depan akan ada banyak tan-
tangan besar yang harus diurai
dan diselesaikan oleh Kapolri
baru. Pada saat yang sama, Ka-
polri baru juga akan mengha-
dapi tingginya tuntutan dan ha-
rapan publik.

Tentu hal itu tidak lepas dari
dinamika sosial-politik bela-
kangan ini, saat polarisasi di
tengah masyarakat seolah me-
nempatkan Polri pada posisi
yang harus menjawab kecuriga-
an sebagian kalangan tentang
tudingan penegakan hukum
yvang “tebang pilih", berpihalk,
sarat politisasi, atau bahkan kri-
minalisasi.

Semua itu bisa dijawab de-
ngan pembuktian dan kerja
nyata. Dengan rekam jejak ki-
nerja, prestasi, dan capaian
vang baik dari Kapolri bary,
wajar jika masvarakat juga me-

naruh harapan tinggi akan ha-
dirnya keadilan untuk semua,
"Kapolri untuk semua”.

Dalam diskusi itu, saya me-
nyampaikan setidaknya tujuh
hal pokok yang saya serap dari
aspirasi masyarakat dari berba-
gai elemen dan belahan Nusan-
tara belakangan ini.

Pertama, kepemimpinan ba-
ru di tubuh Polri diharapkan
mampu menjaga arah penegak-
an hukum di Indonesia agar
benar-benar semakin indepen-
den, netral, dan imparsial. Da-
lam konteks ini, profesionalitas,
independensi, dan integritas
Polri dalam upaya menghadir-
kan keadilan di tengah masya-
rakat akan menentukan bagai-
mana sikap rakyat terhadap in-
stitusi yang dilahirkannya.

Jika komitmen untuk meng-
hadirkan keadilan untuk semua
itu hisa dibuktikan dengan usa-
ha nyata, Polri akan semakin
dihormati dan dicintai rakyat.

Kedua, Polri juga perlu terus
menjaga profesionalitasnya da-
lam menghadapi kian menguat-
nya arus intoleransi dan kon-
servatisme keberagamaan vang

kian masuk ke ra-
nah politik dan kekuasaan.

Hal itu membuka peluang
eksploitasi  politik  identitas
yvang belakangan ini semakin
mempertajam  polarisasi  dan
pembelahan sosial hingga me-
ningkatnya ancaman konflik
horizontal di tengah masyara-
kat. Ke depan, kita harus bersi-
nergi untuk mencegah setiap
potensi benturan antaridentitas
vang muncul,

Jangan ada lagi situasi yang
membenturkan "Islam versus
Nasionalis”, "Pancasila versus
Agama”, yang semua itu justru
melukai spirit demokrasi dan
kebangsaan kita.

Belajar dari apa yang terjadi
pada polarisasi politik di masya-
rakat Amerika Serikat dewasa
ini, wajar jika masyarakat Indo-
nesia berharap agar Polri mam-
pu mengantisipasi dan menet-
ralisasi setiap potensi ancaman
integrasi serta kemunduran de-
mokrasi.

Ketua Urnum Partai Demokorat

Ketiga, sebagaimana UU No-
mor 2 Tahun 2002 tentang Ke-
polisian Rl, ditegaskan bahwa
fungsi kepolisian meliputi pe-
meliharaan keamanan dan ke-
tertiban masyarakat, penegak-
an hukum, perlindungan, peng-
ayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Karena itu, lang-
kah-langkah preventif dan ko-
munikatif perlu diutamakan di
atas pilihan langkah represif,
apalagi saat menghadapi anak
bangsa sendiri, seperti saudara
sehangsa kita di Papua,

Yakinlah bahwa rakyat men-
dukung Polri untuk merawat
fondasi persatuan dan kesatuan
bhangsa dengan cara-cara yang
sesuai dengan nilai dan prinsip
demokrasi serta hak asasi ma-
nusia (HAM).

Keempat, Polri juga harus
terus meningkatkan profesio-
nalitasnya dalam menghadapi
kejahatan luar biasa (extraondi-
nary crimes), seperti radikalis-
me dan terorisme, korupsi, per-
edaran narkoba vang semakin
tidak mudah dikendalikan, dan
perdagangan ilegal sejumlah
komoditas barang yang meru-
sak pasar dalam negeri

Semua ini penting diperhati-
kan karena keamanan nasional
akan berimplikasi langsung ter-
hadap arah pertumbuhan eko-
nomi nasional.

Kelima, Kapolri baru perlu
memberikan perhatian lebih
pada aspek keamanan cyber-
space dan ruang digital. Di ru-
ang maya, makin banyak ter-
ungkap praktik kejahatan siber
laiknya pembobolan akun serta
identitas pribadi dan lembaga
untuk disalahgunakan.

Praktik semacam ini berpo-
tensi terus berkembang Se-
mentara ruang digital (digital
spaee) kita juga semakin dise-
saki oleh hoaks, berita bohong
atau palsu (fake news), dan ujar-
an kebencian (hate speech) yang
semakin menguatkan kebenci-
an di tengah masyarakat.

Kita berharap Polri bersikap
adil, profesional, dan tegas da-
lam menciptakan ketertiban so-
sial di ranah siber szerta ruang

digital, tanpa harus mengor-
bankan kebebasan sipil, HAM,
dan demokrasi kita.

Keenam, meskipun bukan
sebagai pemangiku kepentingan
(stakeholders) utama dalam pe-
nanganan pandemi Covid-19,
Polri tetap memiliki peran
strategis dalam upaya menekan
laju penyebaran Covid-19.

Karena itu, penegakan keter-
tiban sosial di tengah pandemi
benar-benar patut terus diting-
katkan.

Terlebih lagi, seminggu ter-
akhir ini rata-rata pertumbuh-
an orang lerinfeksi Covid-19
tembus di angka 1L.000-12.000
kasus per hari—bahkan pada 16
Januari sebelumnya sempat
menembus angka 14.000 ka-
sus—dengan total positif kini
lebih dari satu juta orang.

Angka ini menunjukkan bah-
wa kondisi pandemi semakin
serius dan membutuhkan per-
hatian serius,

Agenda reformasi kultural

Ketujuh, Kapolri yang baru
perlu melanjutkan agenda re-
formasi kultural Polri sebagai-
mana yang juga dicanangkan
oleh kapolri-kapolri sebelum-
nya. Selain diharapkan mampu
berdampak pada meningkatnya
integritas personel dan pejabat
tinggi kepolisian, agenda refor-
masi kultural Polri ini juga di-
harapkan mampu berpengaruh
pada peningkatan layanan pub-
lik serta penegakan hukum
yang semakin efektif, transpar-
an, dan akuntabel.

Dengan anggaran tahun 2021
sebesar Rp 131,643 triliun, wa-
jar jika masyarakat berharap
profesionalitas  dan  integritas
Polri semakin kuat ke depan.

Di atas semua itu, masyara-
kat berharap Kapolri yang baru
dapat terus berikhtiar untuk
menghadirkan keadilan bagi se-
luruh rakyat Indonesia. Ini pen-
ting karena keadilan adalah
fondasi bagi hadirnya perda-
maian. Sebaliknya, ketidakadil-
an adalah sumber dari semua
persoalan bangsa (injustice is
the mother of all problems).

Ketika keadilan hadir, setiap
gejolak di tengah masyarakat
akan mudah kita redam bersa-
ma-sama. Sejumlah  elemen

t yang saya temui ju-
ga sering menyampaikan pesan
dan harapan agar Polri mampu
berdiri di atas semua kelompok,
golongan, dan kepentingan,

Jangan tajam ke “"bawah”,
tapi tumpul ke "atas”, juga ja-
ngan tajam ke “kanan” tapi
tumpul ke "kiri”. Lembaga dan
personel Polri tidak boleh terje-
bak ke dalam agenda politik dan
kepentingan sempit.

Profesionalitas dan integritas
Polri adalah fondasi penting ba-
gi hadimya Indonesia yang
aman dan damai, adil dan sejah-
tera, serta maju dan mendunia.
Selamat bekerja, Jenderal! Ja-
dilah "Kapolri untuk semua”,

POJOK

Vaksinasi Covid-19
masih tersendat.
Berkejaran dengan
penambahan kasus, lho.

L

Nasib RUU Pemilu
semakin tidak pasti.
Sabar, tahun 2024 pasti
ada pemilu.

*
Warga mengungsi dari

area Gunung Merapi,
Sudah terbiasa....
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